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, .r. undang~Undan~L 'N-ornor,' b~< , "1a11u'ri," rsss tentang

, , 1 Pembentukari' ,Daerall-,daerah' Tingkat 11',dalam Daerah-
"I 1 daerah I 'Tingkat: I Bali~'~INu~~ITenggara Barat dan Nusa

;,Tenggara ' Timur ,(Lenibaran, ,,;~egara Republik Indonesia
'rabun ·.1958 Nomor. ,1221',:Tambahan Lembaran Negara
Repu"b'lik Indonesia Nomor,:i:t65Sj'· ,. .

• , ' I' 1 I I ,', , ' , , ' ,'. i I "'1: I, , '

. 2. Undang-Undang .Nomor 33 Tahun 2004 ten tang ..
Perimbangan : Keuarigan antara Pemerintah Pusat :dan .
Pemerintahan ,I Daerah.. {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun,2004 ,Nomor,,126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); , .

3.. Undang-Undang Nornor '24 .Tahun 2007 tentang
Pena;ng~langan Bencana (~mbaran" Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 .Nomor 66,. Tambahari Lembaran: I

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun ,2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021. Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nom?r 5315); ,
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; " bahwa+\ dalam' 'r~gkEi.' "t~rtib' aciinin~str~si':' pelaksanaan
keterituJn dalam PeraturarrMeriteri Dalam Negeri Nomor 77
, 1,",',' I I.'

Tahim' 2020 .tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan
',Daerah,' : khususnya-. ,mengenai belanja , tak: terduga
,sebagairnana diatur 'dalam point 4 huruf D perlu menetapkan
'Peraturan Bupati : .tentang 'Tata', Cara; Penganggaran,
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 2."Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang~Undang,Nomor 7 Tahun
20.12 tentang Penanganan .Konflik Sosial {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun: ,2015 . Nomor 25,
:Tambahan Lembaran. Negara Republik .Indonesia Nomor
5658); , ,

9. Peraturan PemerlntalC,No~or 12 .Tahun.' 2017 tentang
Pembinaan dan " Pengawasan '.' '.\';Penyelenggaraan
.:Pemerintahan, Daerah, ,(.!..embar,~~~.Negara, .Republik,
Indonesia Tahun 2017 Nomor 7.3,'Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia N?mor:(041); , .

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 'Tcihun 2019 tentang
. PengelolaanKeuangariDaerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia 'rabun 20"1'9'Nomor 42', "Tambahan Lembararr
NegaraRepublikIndonesia Nomor6322);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

12.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran : Daerah
Kabupaten Bima Tahun 20.14 Nomor, Tambahan
Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor);

13.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor);

" I,

" .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara .Republik Indonesia Nomor 5S87), sebagaimana
telah, .diubah beberapa kali, terakhir dengan, Undang­
Undang Nomor 9 .Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
.Nr..gaxaR.epuh~_lndanesia.NQm"Ol: 56.7.9.).;.

6. Peraturan Pemerintah Nomor' 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraapj.'Penanggularigan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran..Negara.Republik Indonesia Nomor
482g-r~ . " ',', '.' ,

, ,: i I " 1\ t' I

7.. Peraturan Pemerintah Nom6r 22 Tahun ,2008 tentang
I Pendanaan dan PengelolaanBantuan Bencana (Lembaran
Negara Repuhlik "Indcnesia .Tahun 2008. .Nomcr 43~
Tambahan Lembaran NegaraRepublik .Indonesia Nomor
5658)", .,,". ",','::

I, I, I "', "\;' I
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1.. Daerah adalah Kabupaten Bima,
2_, Pemerintahan Daerah .adalah penyelenggazaan !.l.!11~pn pemerinta ban. oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar- Negara Republik
J.n.D.QJJJ!sia T.AbJJ.D_194:5 ...

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
I Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Bima.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. .

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas
pemerintahan di bidang tertentu di daerah.

7.: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang
, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

~. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutkan disingkat
BPKADadalah BPKADKabupaten Bima.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat'
RKl\ Perangkat Daerah adalah ..Qokt-d~n:'£ny~~'g H'.em..uat rencana pe.I":tda.patan;
dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan dan, ~elanja dan pembiayaan Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai
dasar penyusunan rancangan APBD. '

.1'0. Pembayaran Langsung yang selanjutnya di'smgkatLS adalah Pembayaran
Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas
dasar peIjanjian kerja, surat tugas, dan Iatau surat perintah kerja lainnya
melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

I Pasal 1

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURANBUPATITENTANGTATACARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG­
JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASIBELANJATIDAKTERDUGA.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :
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a: ,pengeluaran untuk: keadaan darurat dan mendesak yang tidak dapat
.diprediksi sebelumnya;, ,', , '

i I ., ; \, ,', : 'r I., "
b. "pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah,
.. tahun-tahun sebelumnya; dan' " , ' '

, ; I. ' ., • ,I. " '

c.> bantuan sosialyang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
. I , "

,(3) Pilihan keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada
program pengelolaan keuangan daerah, kegiatan penunjang urusan
.kewenangan pengele-laal?' ·ke'UaBga...-q.,daer,a,..,q·,sub- kegiatan. pengelolaan ·dana
darurat dru:1atau mendesak. .'

(4) Pilihan keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sedapat
mungkin diuraikan, pada rincian sub rincian objek belanja pengeluaran
untuk keadaan darurat danj'atau mendesak dalam RKA-BPKAD. .

(5) Pilihan keperluan seb~gaim~a dimaks~d pada ayat (2) hu~~l bdan huruf
c diuraikan pada rincian sub rincian objek belanja keperluan belanja tidak
terduga dalam RKj\.-BPKAD.

\ "(2)' BTTdianggarkan untuk.keperluan :

Pasal S

.(1).Penganggaran BIT, d.ite~apkan,'melalui' ·,tWBD -sesuai ketentu~ 'perat~~ar~:
~erundang-und~gan. ,:' ,, , ,;' " '

""

Tata cara penganggaran Brr,;
Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT;
Tata.cara pelaporan dan pertanggungjawaban BTT;
Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan ,BTT.

,I ! i' l' '

I " '1 \' ;." ." ,',1 ',' ' ' I '

a.
b.
c.

d.

, , '

Peraturan Bupatiini meliputi :" , ':
I

Pasal2

BAB II
RUANG LINGKUP

11. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disebut BTT adalah pengeluaran
anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk mendesak
yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan
pembayaran atas Eeueriluaan Daerah tahun-tahun sebelumnya dan
bantuan sosial yang tidak direncanakan.

12. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah
rencana kebutuhan belanja untuk pelaksanaan tanggap darurat, konflik
sosial, kejadian luar biasa darr/ atau bantuan sosial yang tidak dapat
diencanakan sebelumnya yang dia.jukan- oleh perangkat dinas terkait sesuai
tngaa dan fungsi,

-4-
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Keperluan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
, , sebagaimana dimaksud dalam- Pas~ ~ ayat, (2) huruf c meliputi kebutuhan
:akibat risikososial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APHD
yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang
lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.

.Pasal S

, , '

'I , ". I I '\

, ,,' .ct.; pengeluaras» Daerah l~nn~a ya...':lg apahlla ·ditunda akan n:'£p.,imbu..lka..'1:
, kerugian yang, lebih besar bagi Pemerintah Daerah' dan/atau
" m,asyarakat., , I

I' t \'

, (2) Belanja Daerah yang bersifat' .mengikat sebagaimana dimaksud ,pada
ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus
dan harus d'i'alokasikan oleh peinerintah daerah dengan jumlah yang cukup

I ': ',' untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggar~ berkenaan.
, '(3), Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

/ huruf b merupakan belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja
. ,untuk terjaminnya .kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat antara lain pendidikan,: kesehatan, melaksanakan kewajiban
'kepada pihak, ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga
, pinjaman :yang' telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan
,ketentuan' peraturan perundang-undangan. """ "

, , I I,

(1)' Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal3 ayat (2) huruf a
meliputi :' ,",

, a. kebutuhan Daerah dalarn rangka pelayanan dasar masyarakat yang ,
anggarannya belum te~sedia.'dalam tah un anggaran berjalan;

'b. 'belanja Daerah yang 'bersifat mengikat dan 'belanja yang oerslfat wajib;
, , '

c.. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
, tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan

, I perundang-undangan; dan/atau ' " "

, Pasal f
"I'

(1) Keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (2)
huruf a meliputi :' ' , " , ' ,

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial;

b. kejadian luar biasa;

,C., pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

d. kerusakan sarana/prasarana kegiatan pelayanan publik; dari/atau
(2) Dalam 'hal terdapat keperluan keadaan darurat lain diluar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat fIJ, dapat diperkenankan selarna sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, '

Pasal4

- 5 -
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B11 untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b.dilaksanakan oleh BPKAD.

Pasal9

(1) B11 untuk pengeluaran keadaan darurat dan mendesak yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
hum! a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait urusan, keadaan
darurat dan mendesak.

(2) Perangkat Daerah terkait urusan keadaan darurat dan mendesak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya adalah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang-, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas
Dinas Kesehatan, dan Sekretariat Daerah,

(3) Pelaksanaan B11 dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain diluar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan
persetujuan Bupati.

Pasal8

BagianKesatu
Tata Cara Pelaksanaan BelanjaTidakTerduga

BELANJATIDAKTERDUGA

BABIV

Pasal 7

(1) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran untuk melakukan pembayaran
k~per1uan srr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka
dilakukan tahapan pergeseran anggaran.

-{2}- Pergeseran -a:..'1ggar-&~ sebagaimana -dmaksuG paaa ayat .(l-) .adalah
pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD darr/atau
pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD;

(3) P~rg~seran anggaran yang menyebabkan perubahan APBDsebagaimana
dimakaud pada ayat (2) adalah penambahan anggaran B11 yang dilakukan
dengan menggeser pagu anggaran antar organisasi, antar unit organisasi,
antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok,
dan/ atau antar jenis belanja.

{4}Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
sebaaaimana dimaksud pada avat (2) adalah penambahan anzzaran B11
yang-dilakukan dengan -;nengg~ser"p~guanggaran antar uraian dari sub
rincian objekdalam sub kegiatan.

- 6 -



(1) B11 untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dilakukan setelah adanya bukti penatausahaan terjadinya kelebihan
pembayaran penerimaan daerah.

(2) B11 untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dilakukan juga dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang
menyatakan adanya kewajiban pemerintah daerah yang harus dibayarkan
lrpn!.lN!.l n;n!.llr lrpt;O!.l~L~.I:"'_~_ .I:"'~~~~L ~L~~O-'

Pasal12

a. informasi tentang jenis keadaan darurat dan/atau mendesak yang akan
ditangani;

h. informasi tentang jenis penanganan keadaan darurat danj'atau
mendesak yang akan dilakukan;

c. informasi besaran kebutuhan belanja dalam penyelesaian penanganan
keadaan darurat dan/ atau mendesak yang akan dilakukan;

I •

d. informasi tidak tersedianya anggaran dalam Perangkat Daerah dalam
rangka pelaksanaan keadaan darurat danj'atau mendesak;

e. permintaan penggunaan B11.

(3) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya
berisi besaran kebutuhan belanja, rencana penggunaan dan gambar.

..... ~",..",,,,..-1~""'.....n .......-1"1",,'........"'.....k ....;,~_"o...,. ....,~ keadaan darurat -dan/ atau -dokumenCA.. L"-'J. ~""u...I.CA...&..LJ Q. 'uv- \r,.\.A."l...l'&'''''".1..I. - \r,.UJ.L \.i,-,pc.,u.. 'lI..'-'

kaji cepat mendesak yang disusun sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan;

b. tersedianya telaahan staf dari Perangkat Daerah pelaksana BIT yang
telah mendapatkan persetujuan Bupati;

c. tersedia nya RKBpelaksanaan keadaan darurat dan/ atau mendesak;
d. tersedianya Keputusan Bupati tentang penetapan status tanggap

darurat dan Keputusan Bupati tentang penetapan transisi darurat.
(2) Telahaan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-

lr .. ' ....,......",......." ...u"' h.o......:'n~ l-.,..,,1 \",...,1 nohn",n: ho.....:l,." .....
~'\..\"..lJ.c:;.u..L5.L..I.JC4. lJ'-'J..I.~..l .1..1.GLl-.J..1.c.L1 ~'-'L..IQ.5cu. U"".a..Ln.lAL •

PasalTl

(1) BTI untuk pengeluaran keadaan darurat dan mendesak yang tid~k dapat
diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan
eetelah terpenuhinya persyaratan belanja sebagai berikut :

Pasal10

BIT u~tuk b~tuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
s~bagaJ.mana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh
Dmas. Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas. Sosial, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Daerah.

(2) Pelaksanaan BTI dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain diluar
ketentu~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan
persetuJuan Bupati.

-7-
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(1) Pembayaran ,BTT, untuk pengeluaran ,keada~' darurat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal8, dilakukandengan tahapan sebagai berikut :
a. setelah terpenuhinya' persyaratan sebagaimana tercantum ~a1~

Pasal 11, Kepala BP.KADmenyampaikan telahaan staf atas verifika~l
kelengkapan dokumen dan informasi ketersediaan dana kepada Bupati;

Pasal15 :

Dalam 'hal B11 telah ' disetujui -pelaksanaan belarija 'nya, maka 'BPKAD
melakukan pembayaran dan 'penatausahaan 'B11,sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan ...,' , '

I'~ ,
I , \ "I, ,' • .'" I

"I," ,1'"" I f"

'I
'/ r.l ",

"P~sal14," ,",)' r ';', "

Pasaj 13 '
{l) ETT U"?tuk bantuan_ s'Qsial' ",'

sebagrumana dimaksud dala:n:a ti.dak dapat dir~canaf<ao.,sebelunutya
persyaratan belanja sebagai beriku:~ 10 dIlakukan setelah terpenuhinya
a ter di. se lanya dokumen k " ' ,

,apabila ditunda pen 8Jlan kebutuhan akibat risiko sosial yang
lebih besar bagi indi:ganannya akan menimbulkan risiko sosial y~,g
'. u, keluarga dan/atau kelompok masyarakat;b. :ro"'",orl'·~"'n + 1 ' . '"'V""v"",~~,ya ·o.:e:o.aa...~a...'ry.s+-af..:l '0telah d >. L 0,;" -aan :0. -erangkat Daerah pelaksana BIT yang.

men apatkan persetujuan Bupati;, ,
c. td~rsedia nya RKB pelaksanaan bantu~' Isosial,',yang tidak dapat

lrencanakan. "

.(2.)Tel~aan staf seba..g?imanadimaksud .pada. ayat ,(I) sekurang-kurangnya
berisi hal-hal sebagai berikut : ,,',: ,'," "
a. informasi tentang jenis 'kebutuh~' aki6~t :resiko sosial bagi individu,

keluarga darr/utau kelompokmasyarakat;' , '" ',;, ': '
b. informasi tentang jenis penanganan kebilf~han :a£lj~tresiko sosi~ bagi

.indiv-idu,' kelu,arga '.dan/atau 'l{elompok ,,·masyarakat yang akan
dilakukan; -: : "'" ,,:'.'",','", ',. i '\ ,','I' " ,,, '

: ,I " ,; "I ;!",I' 'I I ' ,

c. informasi besaran kebutuhan belarija dalaffi,:penyelesaian penanganan
kebutuhan ' akibat' resiko sosial b~ki ' indiVidii,<"keluarga' dan/ atau
kelompok masyarakat yang akan dilakukan;

d. informasi tidak tersedianya anggaran d~am Perangkat Daerah dalam
, ' "., \ ,. ,

rangka pelaksanaan bantuan sosial yang tidak.dapat direncanakan;
'I 'I' I I I I· \~, ' II! ,Ii " , I',' . I I .'I " , : ,I I:,I j.

e. berisi permintaan penggunaan BIT. 1.,' 'I,'
(3) RKB sebagaimana dimaksud pad~',ay~t (1) huruf c sekurang-kurangnya

'beriei besaran 'kebutuhan 'belanja, rencana penggunaan dan gambar.
. " I , I', .1':"

'I, 1 '
, I"~I'. I, I ' I 1 "~ , I 'I, , I ' , '

, ': I I ' \'; ~ \ I

, ,'! ,.' :,' ' 'Bagian Kedua .' " ,'"
Tata Cara Penatausahaan Bel~ja,iridak Terduga '

I 1 I, \ I' " ' ,,\ \ " , I, ~" i ' ,

- 8-



,,:. ('. ,;' , I,~

(1) Pelaporan dan pertanggungjawaban BIT,dilakukan oleh Perangkat Daerah
pelaksana BIT. ' "

(2) Pelaporan dan" pertanggungjawaban ,BIT" sebagaimana dimaksud pada
ayat ,(-1} -berieilapor~~,p~ngg'~n,a.a..~:da.."l~ya..~g .disertai hukti-~uktibelanja
yang lengkap dan ,sap. ,:'" ' ,'::' ' , ,:' :

(3) Laporan penggunaan .dana .sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
disertai dengansurat pernyataan tanggungjawab mutlakyang menyatakan
bahwa penggunaan BIT sesuai dengan peruntukannya. .

(4) Laporan penggunaan dana BIT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui BPKADpaling lambat 1 (satu)
bulan setelah penyelesaian pelaksanaan kegiatan BIT.

(5) Dalam hal laporan penggunaan dana BIT sebagaimana dimaksud ayat (4)
belum -dapat dilaksanakan, maka laporan harus -disampaikan paling
lambat 31 Desember pada tahun anggaran berkenaan.

,

Pasal16

I I ,'I, I, ':" j,' I \', , \::, ~

, BABV
;TATA CAM PELAPORANDAN PERTANGGUNGJAWABAN

,BEL.ANJA TIDAK TERDUGA '

a. setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana tercantum dalam
Pasal 13, Kepala BPKADmeriyampaikan telahaan staf atas verifikasi
kelengkapan dokumen dan informasi ketersediaan dana kepada Bupati;

I I I r ',r" I,', ',' . . , or" ,

b. setelah mendapat persetujuan' Bupati, KepalaBPKADsegera melakukan
tahapan pencairan daria kebutuhan BIT kepada Perangkat Daerah
terkait sebagai pelaksana Icegiatan: ,

c. pencairan dana kebutuhan BIT dilakukan dengan mekanisme LS dan
ditranfer ke rekening 'bendahara',' pengeluaran Perangkat Daerah
pelaksana BIT atau rekening :khusus BIT pada Perangkat Daerah
pelaksana BIT. ' :'

,I,

b. setelah mendapat pers t .e uJuan Bup ti K 'tahapan pencairan dana k b a, epala BPKADsegera melakukan
terkait sebagai pelaksan k e. utuhan B11' kepada Perangkat Daerah

a egIatan'. ,
c. p~ncaJ.ran dana kebutuh B" , '..

ditranfe-- ke r~1-. an IT dIlakukan dengan mekanisrne LS dan
~~~~~ ~t; ~1.("p.nlnO' h d '

pelaksana B'IT~~t£~b ....e~ ahara pengeluaran Perangkat Daerah
pelaksana B'IT. a au rekenmg khusus BIT pada Perangkat Daerah

(2) Pembayaran B'IT
dal Pl' untuk pengeluaran mendesak sebagaimana dimaksud
. .~ _asa 8, dIlakukan melalui pergeseran anggaran dari BIT kepada
oeianja t'erangkatDaerah pelaksana BIT.

(3) Pembayaran BIT untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 10, dilakukan dengan
tahapan -sebagai berikut : '

,

- 9-...--------
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~: I

Pada saat Peraturan Bupati 'ini" ~ulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengganggaran, Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban' Belanja Tidak Terduga dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

·Pas8.I20

'BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

',:pasaJ19

(1) Bupati dan Perangkat Daerah pelaksana' BIT melakukan tugas dan fungsi
pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penggunaan BIT.

(2) Inspektorat Daerah selaku Aparatur Pengawas rntern Pemerintah
.melakukan pengawasan-dan- pendampingan atas penggunaan B'I'T. '

(3) Dalam hal terdapat penggunaan BIT. yang tidak sesuai dengan ketentuan
, ,

perundang-undangan, Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan lebih
t ' I, I, 1 , 'I' I I I I'

lanjut. " .

l-
I
I

BAB VI '. '
MEKANISME PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal18
BPKAD selaku PPKAD "
penggunaan BIT dal menY8Jlkan pelaporan dan pertanggungjawaban
<lalam .eatatan. ta I am laporan realisasi anggaran (LRA) dan diungkapkan

a s.aporankeuangan {CALK).Daerah.

Pasal17
{lJ -Dalaro.. hal t d .B1'1' --- -e{.apat SJ,_&a

menyetor . - Petlggunaan. BIT I

pen am' Slsa dana ke kas 6 ..- - - '. Perangkat Daerah, pelaksana
y pruan pelaporan penggu aerah palmg lambat 'bersamaan dengan

(2) BUkti naan dana BIT " . , .
dil .penyetoran sisa d . '.
1amplrkan dalam lap ana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

oran penggunaan dana BIT. .

" I

~ ..
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.BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2022 NOMOR ..11.

H.M. TAUFIK HAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

Bima
IN -JemtJorf .,2.0.:1..:<

Diundangkan di
pada tanggal

I PUTRI~j.IND

: Birna
: 18 -J('fI1t1ctri' - ~o:;':J.

Ditetapkan di
pada tanggal

Pasal21
Peraturan Bupati ini .

mulru berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar -setiap orang d ' .' C1Peraturan Bu '" apat mengetahumya, memenntahkan Pengundanoan
Bima. pati im dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
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